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TINGKAT KETAHANAN AIR NASIONAL SEBAGAI FAKTOR PENUNJANG
PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nany
Suryawati, SH. MH. Dekan Fakultas Hukum Univ. Unika Dharma Cendika
Surabaya Undang Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia telah
mengatut bahwa hak asasi manusia meliputi hakpersamaan dan hak
kebebasan, setiap orang_berhak untuk hidup, mempertahankan hidup
dan meningkatkan tarafkehidupannya, dan berhak atas pemenuhan
kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara /ayak.
Kewajiban menghirmati hak asai ini termaktub dalam Pembukaan UUD
NRI 1945. Terkait dengan hak untuk memenuhi kebutuhand asar
tersebut, diberlakukan/ah Undang Undang No. 7/2004 tentang Air, akan
tetapi dalam kenyataannya, kebutuhan dasar masayarakat untuk air,
be/um dapat terpenuhi, khususnya untuk air minum, padahal
penge/olaan air sebagai saran pokok menunjang_pembangunan di
seagala bidang sangat/ah diperlukan, sehingga terbentuklah Ke/ompok
Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), yang_terdiri
dari Kementerian Da/am Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian
Keuangan, dikoordinasi oleh Bappenas, agar dapat mengkoordinasi
kinerja mereka, dengan mendasarkan pengelolaan air ini pada
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TINGKAT KETAHANAN AIR NASIONAL SEBAGAI FAKTOR PENUNJANG
PERCEPATAN PENCAPALAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Nany Suryawati, SH. MHL
Dekan Fakultas Hukum Usiv. Unika Dharmy Cendika Surabayn

asiesd mupnusia medipne bok persamuan dian ek bebwhasan, setinp g berkak uniek
pruphmwummﬂhuum
pomenubas  kebwtichan  davernyva stk mussbak den berkembong  secara lavak
Kewafihan menghirmai bak asal fni termakiub defem Pomtekoan UUD VR T945,
Undang Undamg No. TN tentang Air, akan beiapl dalam bemymtosisi, kebicishan
davar masqaraksr unruk air, el dapat terpemhi, bkussnra unisk aie mimm,
padmial pragelisisen gir  sobags saran podok seaunarg pembangiacen @ seapolks
Pestyehaian Linglumgan (Polja AMPL), yarg tordint dori Kememterion Puafom Negerd,
Kemimtorian Kesohatan, Kementerign Linghngon Hidup, Kemonterion Peberfoan
memgkoordinad Mnerju  meecka, dengan mendasarkan pengelodean air inl posdy
pemberdayman savial e Remaris perpnn

Nara Kuwcd : Hak Avaad Manwsis, Kebutuhas Dasoy, Peagelolaan Ajr.

FENDAHULUAN lertadap kesengsarman hidup  dalam
Menurat  Harm, sistim  ckonomi massarakat karemn  adanys  keadaan
Pancasila adalah  sistim  ekonomi yung tadak sema [ berbeda, perbedaan

berdasarkan “sosinlisme religius”  ynitu
sosialisme Indonesia vang tembul dar 3
(tiga) Maktor bemboat!

1. Sosalisme Indosesis tmbul korenn

yang sangni besar antnrn kaya dan
miskin, jadi sosmlimme mempakan
suatu  tumitsn  batl oo akibat
peryiilan ludup sning cendensiy pada

“suruban agama”, knrenn adanya etk
ogims wng menghendaks adanya s
persauddaraan  dan (olong  menclong
mitpr sesama mamiets dalam pergaulan
hidup, schingga conderung ke
sosulisme; meloksnnakan  bayangan
Kcrmajamn Allah di oias dunia adslah
yang menggemkkan grwa  berontak

2]

jaminan kemakmuran bagi  segtiap
ornng, membenkan kescjahicrann yang
miernts, bebas dard segal tinildasan |

Sosmlisme Indonesin - merupakan
cksprens danpata pwa berontak hangsa
Indenesin yang memperoleh perlakusn
yang tadek adil dan penjajah, schinggn
sosaalisme i hadir dalam pergeralkan

e — et
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penjajahan  dan  terkandung  dalam
alinca 3 Pembukaan LD RI 1945,
3. Para pemimpin Indonesia yang tidak
bisa mencrima  paham  marsme
schagal pandangan  hidup, mencan
sumber-sumber  sosmbisme  dalam
masyarnkai vang dipahami
sehagai suali tunfutan institusional.
dan bersumber dalnm lobuk hoti yang
murni, berdusarkan  perikemanusinan
dan keadilan sosial sedangkan agama
mengadl penerang-oya dan memang
dasar-dnsar  sodinlisme  Indonesia
terdapat pads mosyarakat desa yung
keeil, bersifnl  kolekiif dan  masih
memperhatilan timbalnys
imdividunhsis) vang moncul dakam
chonomi modern, akan fetapi cits-cita
sosilisme Indonesia teiap
mempertahankan sifat kolckiil sebagn
dasar yang kokoh
Poham knlekinasme yang
berdasarkan I.E kekelunrgaan
ihratherhood), maka kepentingan
mumyarnkal  divempatkan  sebagai  yang
wtama scsum Penjelasan Pasal 33 UUD
1945 | sebelum pmandemen ) : ~...dalam
demokrasi  chkopolmi |, komakmuran
measynrakatlah  yang  divtamakan  bukan
kemakmuran omng-seorang...", dengan
demikion kemakmumn masyamkat  dan
kedudukan rakhvat  ditempatkan
posisi  sentrol-mfisinsdel ; milah el

Timgkar Ketahawan Air Nogional .

sosinlistik Pasal 33 UUD 1945,
representnsy  somal ckonomi  Indonssn
yong hars dilegakkan, oleh karena itu,
unfuk menjamin  posisi  mkyst  yung
substansial dan kemakmuran mkyst yang
diutemaknn, maka disusunlah nal i2)
Pasal 33 - ULD 1945 ; “....cabang
cabang produks yang penting bagi Negara
uum-ﬁhiuhﬂ-rmhnﬂ

ckopomi’ dan “empnsipast ekonomi’, dan
emansipas chonomi ol bulkan “wakes- o
gramted™ , karcoa pada masa penjajnhan
ini yang &ds adalsh portsipss: tenpa
cmansipasi. partisipasi  yang  bersiful
chsphutaton pemuh kekejuman,  padahal
dalam  pembangunan nessonal, fokosaym
ilan pernsmbuhan ekonomi adalnh o
untitk membangun don memajukan rakvait
berdasar  kemandiipn  Konssp  yang
diperluknn  sdalah  kemampuan  ekoom
untuk mmbeorikan  kelunlan  Wwar
meniwar kepoda wargn Negara schinggn
mampd  meénempalkan  PosiSIYE  SECHT
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Timghat Ketahnan Al Nashonal

mandiri, fongsi hikum schagsi sarans
pemberdayann somal imilah vang disebut
hwikum yang bumans-parsipaions,

Fosilias-(esilitns ymng  dapa
disedinkan hukum antara lnin berupa
fasilitns umtuk mewujudkan rass tentram
dalam berusaba, fasihias yang member
kemiipdahan, fmilnas vang mencrptakan
hubungan kemitrsan don yang terpenting
sialzh : fminss untuk  memperokeh
mmqlﬂﬂ.ﬁm
tetapi dalam mentkmats sumber doays alam
yang sds unwk menunjang percopatan
pembangunan &i Indonesia,

Percepatan pembangunan Nasional
tidak akan terwujmd apsbila  ndak
pemmjang,  ferviama  perlindungan
terhadnp  hak  tap warga Negam,
peningintan  demjal  kesshalan  wargs
Megarn melalui berbagai  peninghstan
kunlits dan kuantiins sarana dan prassmna
perkoinan  dam  pemdesann  khususnya
penyedman samna air bersah /© adr minim,
yang merupalon salah sty hak  asasi
monusis. Primssp wismn bak asssi manusn
yang terknit dengan derajal kesehatan dan
penitghatan ualiiss manesin merupaken
faktor penitijang percepatad pembangunan
chonomi Masioml
HAK ATAS AIR SEBAGAI HAK
ASAST MANUSIA

Pengakusn air schagai hak nsai
manisa mengmedikasikan dua bal yaim ;

pengakuan terhadap kemymiman balves air
menepakan kebutuhan yang sangat penting
, dan pengakuan hibhwa tEp mamEE
berhak untuk mendapaticsn air ; kebutuban
akann air ini menjadi suat dasar dart semua
rencama  pembanpunan  ekonomi, tanpa
sdanya penyediaan  air  bersth  yang
mempengarahi  derajnl  keschatan, maka
percepatan  pembangunan ckonomi tidak
buwa  lerlaksana,  Jowrenn  Keschatan
masyarakng tirdak miemnungkinkan
misyarakit menmdi  peliku | ckonom,
schinggn  sangs1  perlu - meminslits
penyodisan nir bemih bagi cakon-calon
pelalon ekonomi in.

Penvehiaan ar bersith mi perla
sepers difasilpmsd  knrema sdanya
pembangumnan d daerah-daerah
menyebablan  kerusabon  ekosistim  di
decmh tersebul, schingga kebutuban air
s yarakst setempat tdak dapat terpenubi

Hak Asasi  Maousia  odalah
seperangkal ok yang melckal  pada
bakckat don keberadaan manusia scbagu
mahluk Tuham YME dan merupakan
amugerahNYA  yung  wajib  dibormati,
duumung tnggl den dilndung  oleh
negamn,  hukum, pemerintah dan sctap
DT, denu kehormatan SCTLR
perlindungan harkat dan martabal manusia
= Pasal | Undang Undang Momor 19
Tahun 1959 jentang Hak Asasi Manusiag
pada hakekatnys hak asasi Manusan terdin
atas  dun  hak dasar vang paling

DE FACTD Vol 1. Na. §
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forelamiental syastu : hak persamann dan
hak kebebasan.

Pasal 9 avat (| ) menystakan bakhws
setiop  omeng  berhak  umiuk  hidup,
memperhankan hidup, dan meningkakan
trnf kehidupannyn. Pasal 11 - menywinkan
setigp omng bertuk  aind  pemenuhan
kebumhan dassrnyn oniuk wmmbuh dan
berkembang secamm  layak, sedangkan
kewnjiban  negars  dalam  hubungannya
dengan awr schagni benda public nio
benda social weng telah dmbat schaga
bagian darn bak asasi  manusia
menghasilkan tiga lipe kewajiban vty -
kewnpiban  wenghargni  flo  respect);
kowajiban mehadung [ fo prodect ) dan
kewnjiban memenuhi (o Sl "

Kewajiban memicrihi ini
mengharuskan pemermiah uniuk  segem
merencanakan  langkah  awal  dan
pembangunan ckonom , dan pemenuhan
hak &tas air, karens dengan  adanya
menunjang keberlangsungan  kelndupaon
don pembangunan di sekior  lainnya,
misalnyn keberhasilin panen  tergniumg
padn s kelols ngam  dan  pola
pengelolaan sumber air lawar yang ada.

Bagi Indonesia, masalh kelangknan
air mwar lebih disehablon oleh kegagalan
kita dalom mengelols sumber dayn air,

-sehingga terjadi ketidak sembangan antom
kebutahan | dewond)  vang  femis
berkembang, dengun keiersediann

Tingkar Ketahanan Air Nazvional ...

frvailabiling  setn  kemompuan  uniuk
menyuplan frpphy. Kondisi in diperberat
dengan  semakin tingginys  tingkat
pencemaran wir olech imbah cair stsepun
pactul seria dampak dan perubaban klim
yang telnk menentu. Pemwusuian ar dan
kekenngan yany berulang setup tahunnya
tidak snjs karens fenomena alam aomin
jugn karens kerusakan linghungan yang
pamh, di samping u penpumbilan sdr
penyusutan bohan pertanian dan  polusi
yang menceman oir tanok inl merusak
keapcka-mgaman  hayati  yeng  oads,
schingga timbul konflik regional yang
dunkibatkan oleh berbagm kebimkan dan
politisasi yung bersumber pads masalah
pengusasnan air bersih

TINGEAT KETAHANAN ATR
MASIONAL SEBAGAI FAKTOR
PENUNJANG PERCEPATAN
PENCAPALAN TUJUAN
PEMBANGLNAN NASIONAL

Bag Inbonesia, di kawasan Pulau
Jown majn, krisis o menmdi  suai;
ancAman Vg mencemaskan; kekenngan
mialni meresakkan parn petani di berbagni
senitrn produksi padi, ritwan hektar sasah
& Pantura Jawa sudah rusak dan ribuan
hekiar lainnys teancam  gegal panen
akabat kekurangan air. Dibandingkan o
wilayah yang ada, hutsn di Polsu Jaws -
1289131 Ha, dan hamya 1.714.000 Ha
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Tinghes Ketahanan Air Nesiona! ...

yung berupa hutan - baik buma lindung
maupun htan konservasl, berada dalon
keadann  knsis, schingga Polsu  Jawa
semakin “ kehausan ~; okh karena s
Pemerintah harus memiliki regulasi dan
mstinesl yong  elfeknif termasuk otordas
publik  ynng mempunysi mandst jelns,
achimggn masymrakat mengetohui  dan
momshami  hak  merckn  dan  juga
kowapbannnya, sehingga  masyarakat
dapst  berkontribusi  dalam  proses
PETENCANEITL pembumpenan dan
pengilolaan lxvanan air mimim di samping
#n sda mekanisme sobdanias berbagl
bimyn , misalmys sisfim il yang
mengganakan sistim subsidi silang - yang
marmpsi, membayar lehih besar- | schinges
kebutuban  air  mosysmkat | secom
keseboruhan dapat terpenuhi.  Pemberian
kesempainn  kepada badan usaha swasia
dalam penyedwan  ar  bake  bap
s yErkg almn menghilangkan
pengunssan Megars afas sumber doym oir,
kwrena dolam Pesal 33 UUD R1 1945 ndak
begity jelas menjamin hak-lak mkyat atos
iy, sehinggs scmakin tidak terakomodas
kan dalam persturan-peranioan dibawah
LD i

Adamyn obOnom dacrah
seyogyanye  memberikan  kesempatan
timbulnyn imsiahn{ daerah wmiuk membaat
penda yang melindung: hak mkval ates air
mingm, akan tetapi jsutru somakin banyak
perds yang terkuit dengnn pengadaan air

yang menambah beban rakyal, karena
berorientasi pada peninglatan pendspatan
docroh. Pengakuan hok  sassi manosia
mmzslm-u}uaomms.
UL Mo 391999 dan UL No 7/ 2004
tentung Ajr - dolam kenynimannys betum
dapat memenuih kebuluhan makyet atas ar
mumeem;  untuk dulash  fungsi  legisln
DPFRD  harus  domaksonalkan,  karena
dengan adanya regulisd yung menjamin
pengelolaan air sebagai sarana pokok
pemumjang  penbangunan ., akan
mempercepi lapu pembangunan ekonomi
nasional.

n SmmpIng it periu
disosialissnkan babwa hak nsasi manusia
hanya menjamm babwe s minam hams
wrjangkau  dan  nidak  menghambat
tercapmnys  hak ssem  lainnys  seperti
makanan, rumah dan keschatan, dan jugn
idiak menyebulkan lamognn  antuk
keterlibatan  swastn  dalam  penyedman
byaman o mimam, amun o pemerintah
harus  memastikan, meladul  regulas,
pemantauan, prosedur pelyporan, bakwa
semua penyedin {publik dan swastn) tdak
melinggar hak miasi manusm, dan juga
memantaphan  kerangkn  hulum  yong
mencerminksn hak dan kewnjiban serta
memberikan  perhatisn  Jebih  terhadap
kmim miskin, dengin memberikin liyanai
yang bdak diskramunatil § serta  alkail
miclibatkan masvarakol, sehagn comoh @
The Imernagonal Federdtion of Prival
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Water Operators AguaFed * | yang
mewnkili berbagni perusahaan loyvaman air
mibmim dort yang kegil sampar perusahaan
inlermasional, telih memasukkan isu hak
nzmel aor dalam atwran perusabasn, dan
dalaim  pelaksansannya  dibutuhkan  tiga
unsor yailu : 1. Kontrak yang jelss vang
memial peran don  angpung  jasvab
operator - 2. Keberadaan suhsadi athu tanf
rendah begi masyamakat miskin dan 3,
Kebenidaan mekanisme sosial  yneg
berkelanjuian  ferhadap  Iiyvansn  bag
kclompok marginal

Schagei indikntor pemenuban hak
mias wir dalam keadsan apapun  harus
memenuhd  tigs fakior  vadu ¢ L
Ketersedhann; 2. Kualites dan 3. Mudah
diskees | don harus dapat diskses sctiap
orng tanpa diskrmin. dapat terjangkou
secarn fisik maupun ekonomi, Penyedman
air yang berkualites i, menjadi dasar dan
penyehatan rikyal den schogal dasar dan
percepatan pembangunan mie kb
pemantnatan dan Pengelolaan sumber daya
alam kbusaswya alr - dimulai  dan
puﬁnpmmmpnﬂ:hhﬁmb:r
doya ir - dengan jerbeniuknys Kelompok
Kepm  Ar Mimm dan Penychatan
Linglungan (Pokja AMPL) ' yang terdiri
dari kementerian yang terkait ywitu .
Kemeniermn Dalam Negenl { Ditjen Bina
Bangda dan Ditjen PMD), Kementerian
Keschatan (Dijen PPPL), Kemesterian
Pekerjasan Usum (Ditjen Cipta Karya),

Tinghar Ketahawan Alr Nexiomal ..

Kementerian Keuangan {Dhfpen Anggnrmn)
dan Kememerian Lingkungan Hxlap, scria
dikoondimmsikan oleh Bapperms  bahkan
telah dilakukan pericmuan AMPL pada
fahun 2000 Ji Bal unmk meng-
konsolidasikan progmm aniar  instans
dengan mitrn  kerja  lminmyn.  Adanya
perhatian  pemerintuh  dengan  program
keginstan AMPL im mencerminkan suatu
upayn dalam memingkstian ketahanan uir
masional unfuk menunjang percepaiin
pembangunan ekonom naional,

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Hak asazi manussa untuk ar, mulad o
beriknn  perhatian  clch  Pemerintah
dengan betbagai  wpava otk
memenuhi hak tersebu

b, Pengelolsan sumber daya air dalam
ranghs meniapkatknn kuslibig manusa
sehingga  dapat  berpartispas - dalom

€ Pemanfpatan ar tnnabh yang mengjodi
wewenang pemerinish dimungkinknn
uniuk dikelola bersama swasta, agar

134
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Timglart Kerahanan Air Nasiona! ...

fujuan percepatan pembangunan dapat
dicapai

1 Saran
Membust kebijakan don peraturan
perundang-undsngsn ving mencerminkan

{mistingble resmirce management bak

lungsi meupon manfasimys . dengan

momperhstikin :

8. Pengelolann  sumber daya  air
dilaloukann dengan pendckatan sistim
ckologi fecosystem) unmk mencegah
terpadinya prakiik-praknk pengelolaan
yang bersifat merasak, elsploiatif (e

orienied), ego-sekioml, ego-dacrah,
Kebijakan pengelolsan sumber dava
gir harus  bersifal  spesifik  lokal,
dan sistim sosaal-budaya masyarakal
lokal;

. Pengelolaan sumber  dowa s

konservast dan berkelampuian unuk
penerus (resouroe based management)
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